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BAB |11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab Il di atas, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin
(PET]I) yang berada di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
dilakukan oleh Polres Kabupaten Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Melawi dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan
kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak kegiatan PETI
khususnya para pemuda daerah, operasi razia serentak terhadap
kegiatan PETI, dan koordinasi dengan PT. Sucofindi terkait
pembuktian barang bukti pasir puya yang diduga mengandung unsur
emas. Penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di
daratan Kabupaten Melawi belum sepenuhnya berjalan efektif.
Indikasinya adalah masih maraknya kegiatan Pertambangan Emas
Tanpa Izin di daratan Kabupaten Melawi, selain itu para pelaku pekerja
Pertambangan Emas Tanpa lIzin yang relatif masih muda menunjukkan
bahwa pendekatan penyuluhan-penyuluhan terhadap pemuda daerah

yang dilakukan tidak efektif.
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2. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum terhadap
kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi adalah:

a. Kegiatan PETI sudah menjadi pekerjaan tetap bagi beberapa
masyarakat di Kabupaten Melawi.
b. Terdapat pemodal (cukong) bagi kegiatan Pertambangan Emas
Tanpa lIzin yang membuat penegakan hukum semakin sulit karena
pada saat dilakukan razia, yang tertangkap hanya para buruh saja.
c. Wilayah Kabupaten Melawi yang luas serta kondisi lapangan yang
susah diakses, dibutuhkan biaya besar untuk melakukan razia yang
membuahkan hasil.
d. Diperlukan pemetaan serta penyusunan rencana secara matang
dalam melakukan razia agar tidak menimbulkan keributan hingga
konflik sosial karena kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin
merupakan mata pencaharian utama bagi beberapa penduduk

setempat.

B. SARAN

1. Polres Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
hendaknya melakukan penyuluhan terhadap semua masyarakat terkait
bahaya dan dampak dari kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI),
agar tidak hanya para pekerja-pekerja yang mendapatkan penyuluhan

tetapi juga para pemodal (cukong).
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2. Polres Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi harus
lebih fokus dalam melakukan penegakan hukum administrasi, tindakan-
tindakan preventif lebih memberikan banyak manfaat serta tidak
memerlukan dana yang besar. Selain melakukan tindakan represif seperti
operasi razia rutin yang memerlukan dana yang besar, tindakan preventif
seperti penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat serta pengawasan
terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tambang emas akan
menjadi solusi jangka panjang bagi penegakan hukum terhadap kegiatan

Pertambangan Emas Tanpa lIzin (PET]I) di daratan Kabupaten Melawi.
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